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enjelang sepuluh tahun UU No. 18
Tahun 2003 (UU Advokat), ba-

nyak hal dalam UU Advokat terse-

but yan,
dan diperbaiki karena sudah tidak sesuai lagi
dengan kenyataan dan kebutuhan masyara-
kat, khususnya para pencari keadilan (jusri-
tiabelen), seperti pemberian jasa hukum
wang bermutu dan memenuhi kebutuhan ma-
syarakat.

Bidang hukum yang harus disediakan se-
karang dan ke depan sudah berbeda dengan
30 tahun yang lalu, Adanya bidang tata usa-
ha negara, perlindungan konsumen, persa-
ingan usaha, gugatan kelompok, pasar mo-
dal, sengketa investasi, uji mates teknik
mformatika, gugatan warga negara, kejahat-
an siber dan telematika, dan lain-lain, telah
mengubah wajah profesi advokar di Indone-
sin. Belum lagi pengaruh global seperti pe-
nanaman modal lintas negara (Cross Border
Investment) dan kesepakatan World Trade
Organization (WTO) dan General Agree-
ment On Tariffs and Trade (GATT) telah
mengubah karakter profesi hukum yang tadi-
nya konservatif menjadi global,

Mutu Pendidikan Advokat

Menghadapi tantangan zaman yang serba
kompleks dan global. kita tidak dapat lagi
mempertahankan cara-cara lama dan harus
mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain
Untk itu Pendidikan Khusus Profesi Advo-
kat (PKPA) yang sekarang diselenggarakan
beberapa organisasi advokat harus ditertib-
kan dan tidak bersifat lokal dan tradisional,
serta hanya merupakan repetisi pendidikan
Sarjana 51 (Strata Saw) di fakultas hukum.
Pada dasarnya organisasi advokat tidak bo-
leh memperoleh penghasilan (income) dari
penyelenggaraan pendidikan dan ujian advo-
kat (bar examination) tetapi harus hidup dari
furan anggola organisasi (membership dues).

Seb: contoh, Inggris (United King-
dom) sebagai negara liberal menyelenggara-
kan cara pendidikan selicitor (pengacara) se-
perti yang tertuang dalam Pasal 2 Solicitors
Act 197

“1. The Society, with the concurrence of
the Lovd Chancellor, the Lord Chief Justice
and the Master of the Rolls, may make regu-
lations (in this Act referred fo as “training
regulations”) about educarion and training
Jor persens secking to be admitted or o
practice as solicitors.”

“2. It shall be the saciety’s dury, before

submiiting training regulations to the Lord
Chancellor, the Lord Chief Justice and the
Master of the Ralls for their concurrence wi-
der subsection (1), to consult the Secretary
af state o, if he so directs, any person or bo-
dv of person or body of persons specified in
the direction.”

Uraian pasal tersebut men}.nakan bahwa

didikan solicitor (
rakan oleh Lord Chief Justice iK:paIa Per-
adilan dan Pimpinan Pengadilan Inggris dan
‘Wales) dan Master of the Rolls (Hakim Ke-
dua Tertinggi setelah Lord of Chief Justice),
di mana Lord Chief Justice dan Master of the
Rolls berperan membuat peraturan “raining
regulations” dan harus disetujui oleh mere-
ka. Dalam p , penyel -

lenggaraannya dengan keikutseraan negara
dengan melibatkan Menteri Kehakiman dan
Mahkamah Agung Republik Indonesia, or-
ganisasi penegak hukum, organisasi profesi
advokat, organisasi profesi terkait di bidang
hukum, seperti hak kekayaan intelekrual, pa-
sar modal, perbankan, organisasi jaksa
(PERSAJA), organisasi hakim (IKAHI), dan
universitas ¢.q fakultas hukum. Hal tersebut
dilakukan agar kurikulum pendidikan advo-
Kat dapat ditentukan secara bersama,

Disintegrasi Organisasi Advokat
Kericuhan, sengketa, perseteruan, perse-

lisihan, dan perpecahan di tubuh organisasi-

isasi advokat sudah lama uqam pasca

an pendidikan dan pengangkatan sebagai
barrister dan soficitor, diserabkan kepada d-
ua organisasi yang disahkan oleh Legal Ser-
vices Board berdasarkan Legal Service Act
2007, yaitu Bar Council untuk barrister dan
Law Society untuk solicitor, di bawah peng-
awasan Lord Chancellor, Lord Chief Jus

sing pimpinan organisasi
merasa paling benar dan memberikan argu-
mentasi sendiri-sendiri serta lupa bahwa or-
ganisasi profesi advokat didirikan untuk ke-
pentingan para anggota yang bermuara pada
penyediaan jasa hukum (legal services) bagi
kepentingan masyarakat ¢.q para pencari ke-

dan Master of the Rolls. Masing:
ganisasi tersebut memiliki n«gu!aron bor!}
sendiri yang menetapkan aruran-aturan ter-
Kail pelaksanaan kegialan pendidikan dan
pengangkatan advokat, termasuk standar ke-
lulusan dan code of conduct untik masing-
masing profesi advokat yang di bawah na-
ungannya. Bar Council memiliki Bar Stan-
dard Board sebagai regulatory body mereka,
sedangkan regulatory body dari Law Society
adalah Solicitors Regulation Authority.

Sedangkmt di Belanda, sebagai negara
demokratis dan liberal mengikutsertakan pe-
ran negara c.q, pemerintah dalam penycleng-
garaan wjian advokat sebagai berikut:

Pasal 9d Advocaien Wet menyatakan se-
bagai berikut

1. “A Board of Governors shall super-
vise the study programmed and the exam.
The Board of Gavernors shall have five
members, three of which are to be appointed
by the Minister of Justice and two by the As-
sembly of Delegares, The Minister of Justice
shall also elect the chairman from ameng the
members.”

2 “The members of the Board of Go-
vernors shall retire after four years of office
and may be reappointed ance.”

Dalam uraian pasal di atas disebutkan
bahwa Menteri Kehakiman Belanda me-
mimpin lima Governors (liga dari Kemente-
rian Kehakiman dan dua dari organisasi pro-
fesi hukum) untuk menentukan kurikulum
pendidikan advokat dan menentukan biaya
dan cara menyelenggarakan pendidikan ad-
vokat, Para Governors diangkat Menteri Ke-
hakiman Belanda untuk masa bakti empat ta-
hun dan hanya boleh menjabar dua kali,
program harus disetjui Governors dan arsh-
an dari Menteri Kehakiman Belanda,

Monapoli dan komersialisasi PKPA yang
ada sekarang perlu menjadi catatan dan per-
hatian kita bersama serta diperbaiki penye-

or-

adilan (jus len).

Pimpinan organisasi profesi advokat ha-
rus dipilih para anggotanya melalui pemilih-
an yang demokralis, Pimpinan organisasi
profesi advokat juga harus menjalankan
Anggaran Dasar organisasi secara patuh. Se-
orang pimpinan organisasi profesi advokat
harus diangkat sumpah menurut agamanya
untuk melayani dan mengabdi kepada org:
nisasinya, bukan bertindak unwk kepenting-
annya sendiri. Saru hal yang penting, bahwa
pimpinan organisasi advokart juga harus be
Janji di hadapan rapat paripurna bahwa pim-
pinan rersebut akan bertindak sesuai Anggar-
an Dasar/Anggaran Rumah Tangga
(AD/ART) arganisasi advokat, menegakkan
Hak Asasi Manusia, mengedepankan ketaat-
an kepada hukum dalam konteks negara hu-

kum (rechssterat), dan tidak melakukan tin-
dakan-tindakan tidak terpuji, termasuk me-
nyuap dan terlibat dalam tindak pidana ko-
rupsi,

UU Advokat yang baru harus menjamin
tidak ada komersialisasi dan monopoli
penye\enggnrmn PKPA. Dewan Etika Na-
sional yang dipimpin tokoh pilihan semua
organisasi profesi advokat wajib mengawasi
perilaku advokat dan memberikan sanksi
aras penyelenggaraan etika (Kode Etik Ad-
vokat). Dengan cara seperti kita akan d;
pat lebih efekrif memerangi korupsi yuds
di negeri kita karena organisasi advokat
pimpin oleh orang-orang jujur, berdedikasi,
berorientasi kepada hukum dan mementing-
kan kepentingan masyarakat di atas kepen-
tingannya sendiri. Alhasil amandemen UU
Advokat adalah suaru keniscayaan untuk
menuju masyarakat yang adil dan makmur.
Fiat Justitia Ruat Coelum'!
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